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WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 27
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi

Mengingat

o [

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Lhokseumawe serta hasil evaluasi capaian kinerja program
dan kegiatan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada
Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019/Nomor.197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);



10.

L1,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);



12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Aceh Tahun 2014 Nomor 1);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh
Tahun 2022 Nomor 2);



Menetapkan

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 6);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8);

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada
Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor
96);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2025 Nomor 27);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2016 Nomor 9);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2024 Nomor 2);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2025 Nomor 2);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Lhokseumawe Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota
Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota
Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 (Berita Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 27), diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2026 M
19 Rabiul Awal 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _1 September 2026 M
19 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 26



